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SALINAN 
 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 19 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH SAKIT DAN SEKOLAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) huruf b 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, obyek Pajak yang tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah obyek Pajak yang semata-mata 

digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan; 

b. bahwa dalam perkembangan dan kondisi kekinian, 

rumah sakit swasta selaku institusi penyelenggara 

pelayanan kesehatan di dalam pengelolaannya dan 

sekolah swasta selaku satuan penyelenggara pendidikan 

juga menyelenggarakan kegiatan yang bersifat bisnis 

sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (3) 

huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang 

perlu mengatur pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah sakit swasta dan 

Sekolah swasta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah sakit 

swasta dan Sekolah swasta; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk 

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4200); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten pekalongan Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang  Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 27); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 21); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS 

RUMAH SAKIT DAN SEKOLAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.  

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pekalongan.  

5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKD adalah 

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pekalongan.  

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan 

pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

7. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek 

Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

8. Rumah sakit swasta adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat yang dikelola oleh Badan Hukum dengan 

tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Persero. 

9. Sekolah swasta adalah satuan pendidikan yang 

merupakan kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan 

jdih.pekalongankab.go.id



5 
 

nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terhutang. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib 

Pajak. 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

14. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang 

terhutang  dalam SPPT atau SKPD atau Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD) PBB-P2. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah rumah sakit 

swasta selaku institusi penyelenggara pelayanan kesehatan 

dan sekolah selaku satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di 

Kabupaten Pekalongan. 
 

Pasal 3 
 

Rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial 

Masyarakat (IPSM) yang : 

a. minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah 

tempat tidur diperuntukkan bagi pasien tidak mampu; 

dan 

b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi 

rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit 

dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah 

sakit. 
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Pasal 4 
 

Sekolah swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan, dengan memenuhi salah satu 

kriteria : 

a. mengikuti program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun 

Pemerintah Daerah; 

b. menerima Bantuan Operasional Sekolah swasta (BOS) 

dari Pemerintah;  

c. luas tanah di atas 1.000 m² (seribu meter persegi; dan 

d. jumlah siswa di atas 500 (lima ratus) siswa. 

 

BAB III 
PENETAPAN DAN PENGENAAN PBB-PP 

 

Pasal 5 
 
 

Atas bumi dan/atau bangunan yang 

dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta 

IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan 

PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 

PBB-P2 terutang. 

 
Pasal 6 

 

Atas bumi dan/atau bangunan yang 

dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh sekolah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan PBB-P2 sebesar 50% 

(lima puluh perseratus) dari jumlah PBB-P2 terutang. 

 
Pasal 7 

 

Rumah sakit swasta pemodal yang bukan merupakan 

rumah sakit swasta IPSM, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas, dikenakan PBB-P2 secara penuh 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 8 
 

Atas bumi dan/atau bangunan yang 

dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta 

tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan 

kesehatan secara langsung yang terletak di luar lingkungan 

rumah sakit, dikenakan PBB-P2 secara penuh sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 9 
 
 

Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/ 

dimiliki/dimanfaatkan oleh sekolah swasta tetapi secara 

nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan 

secara langsung yang terletak di luar lingkungan sekolah 

swasta, dikenakan PBB-P2 secara penuh sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
 
 

Pasal 10 
 
 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan 

PBB-P2 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Kabupaten Pekalongan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 
 

Pasal 12 
 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal  22 Juni 2016 
 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

 
TTD 

 

AMAT ANTONO 
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Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 22 Juni  2016 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
TTD 

MUKAROMAH SYAKOER 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 19 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
 

Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 
ENDANG MURDININGRUM, SH. 

Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001 
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